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INTISARI

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta mengkaji mengenai
peran Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum terkait dengan legitime portie
dalam pembuatan akta hibah dan akta wasiat dan untuk mengetahui serta mengkaji
peran Majelis Pengawas Daerah Surabaya dalam memastikan Notaris di daerahnya
bekerja menjalankan jabatannya dengan memberikan penyuluhan hukum kepada
kliennya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan
pendekatan studi kasus. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder
yang berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Cara pengumpulan data
primer dengan metode wawancara dan alat berupa panduan wawancara serta data
sekunder dengan metode dokumentasi dan alat berupa studi dokumentasi. Analisis
data menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Notaris dalam membuat akta
autentik memiliki kewenangan yang diatur oleh Pasal 15 ayat (1) UUJNP.
Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris adalah untuk memberikan
pengetahuan kepada para pihak yang membutuhkan jasa Notaris terkait dengan
pembuatan akta autentik. Pada praktiknya, Notaris dalam hal melakukan
penyuluhan hukum, menyampaikan pilihan hukum mengenai apa saja yang menjadi
kehendak para pihak, untuk kemudian Notaris memberikan pendapat hukum
mengenai akta yang akan dibuat. Notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran
lahiriah dan kebenaran formil dari suatu akta hibah dan wasiat. Dalam
melaksanakan jabatannya tersebut, Notaris diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris
di daerah jabatannya. Peran Majelis Pengawas Notaris adalah untuk melakukan
pengawasan terhadap Notaris, agar Notaris ketika melaksanakan tugas serta
jabatannya tidak menyimpang dari kewenangannya serta tidak melakukan
pelanggaran terhadap aturan di dalam Undang-Undang yang berlaku. MPD Kota
Surabaya tidak melakukan pengawasan serta memberikan saran secara khusus
terkait pemberian penyuluhan hukum oleh Notaris dalam pembuatan akta-akta yang
bersifat partij acte.

Kata kunci: Notaris, Hibah, Wasiat, Legitieme Portie, Majelis, Pengawas

vii



Pet;aﬂ Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum terkait Legitime Portie dalam Pembuatan Akta
Hibal

dan Akta Wasiat menurut Hukum Waris Barat (Studi Kasus Notaris X dan Y di Surabaya)
UNIVERSITAS RIANVI GIOVANI, Alfatika Aununella Dini, S.H., M.Kn., Ph.D

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out and examine the role of Notary in
providing legal counseling related to legitime portie in drafting grant deeds and
will deeds and to find out and review the role of the Surabaya Regional Supervisory
Council in ensuring that Notary in their area to carry out their positions by
providing legal counseling to their clients. This research is a type of empirical
juridical legal research with a case study approach. The data used are primary
data and secondary data derived from primary and secondary legal materials.
Primary data collection method used interview and the tool of interview guidelines
and secondary data used documentation method and the tool of documentation
study. Data analysis uses descriptive analysis with a qualitative approach.

According to the results of research and discussion, Notary in drafting
authentic deeds have the authority regulated by Article 15 paragraph (1) of the
UUJNP. Legal counseling conducted by a Notary is to provide knowledge to parties
who need Notary services related to making authentic deeds. In practice, Notary in
terms of conducting legal counseling, conveys legal choices regarding what is the
will of the parties, and then the Notary provides a legal opinion regarding the deed
to be made. Notary is only responsible for the outward truth and legal correctness
of a grant deed and will. In carrying out their position, Notary is supervised by the
Notary Supervisory Council in the area of their office. The role of the Notary
Supervisory Council is to supervise the Notary, so that the Notary when carrying
out their duties and positions does not deviate from the authority and does not
violate the rules in the applicable Law. MPD Surabaya does not supervise or
provide specific advice regarding the provision of legal counseling by Notary in
drafting partij acte deeds.
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